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Pedoman Dewan Komisaris 

PT Archi Indonesia Tbk 
 
Pedoman Dewan Komisaris dibawah ini merupakan pedoman kerja yang mengacu kepada Anggaran Dasar PT Archi 

Indonesia Tbk (“Perseroan”). Selain itu, Pedoman Dewan Komisaris dibawah ini disiapkan dalam dua versi yang 

berbeda (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dan jika ditemukan ketidaksesuaian diantara keduanya, maka 

Pedoman dalam Bahasa Indonesia adalah yang berlaku. 

 

 

DEWAN KOMISARIS 

 

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) diantara 

anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat menjadi Komisaris Utama, serta dalam hal Dewan 

Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka 1 (satu) orang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil 

Komisaris Utama. 

 

2. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota 

Dewan Komisaris.  

 

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang 

ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang 

kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 

memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan 

Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut. 

- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, 

kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut. 

- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 

- Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya 

ditetapkan oleh RUPS. 

 

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan 

berdasarkan ayat 3 untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau diangkat sebagai tambahan 

anggota Dewan Komisaris yang ada, maka harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa 

masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat. 

 

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 

(enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi 

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. 

 

6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya 

berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari 

kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. 

- Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya 

jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya. 
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- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri 

anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya 

pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perseroan. 

 

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;  

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;  

c. meninggal dunia; atau 

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 

 

 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 

 

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi mengenai pengurusan, 

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan 

memberi nasihat kepada Direksi.  

 

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan 

halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak 

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan 

uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh 

Direksi. 

 

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang 

ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 

 

4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi 

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

5. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis 

disertai dengan alasannya 

 

6. Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberhentian 

sementara itu wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang 

bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, 

dengan menghadirkan anggota Direksi yang bersangkutan untuk diberikan kesempatan membela diri. 

 

7. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 

pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan 

anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali. 

 

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun 

anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. 

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada 

seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 
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9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan 

kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula 

baginya. 

 

10. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada 

Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

 

 

RAPAT DEWAN KOMISARIS 

 

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat 

dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: 

a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; 

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau 

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama 

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 

 

2. Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 

1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

 

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota 

Dewan Komisaris. 

 

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum 

rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat dengan surat 

yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima 

atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan faksimili atau dengan surat elektronik 

(dalam hal dengan faksimili atau dengan surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat 

tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat). 

 

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 

 

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha 

Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu 

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak 

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

 

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir 

atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin 

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris 

yang hadir. 

 

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota 

Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 

 



 
 

4 
 

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri 

oleh sedikitnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat 

hadir atau diwakili. 

 

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila 

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling 

sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 

 

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan 

menentukan. 

 

12.  

a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 

1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. 

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan 

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat 

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. 

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak 

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 

 

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan 

Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan 

semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara 

tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. 

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 

 

 

 

- Selesai - 

 


